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5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang
Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa
Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5610);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165j;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533] sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6523);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

8 D e PR ) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
A T T Nomor 6322);
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LAMPIRAN II

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 951/Kep.51.A-BPKAD/II/2022
TENTANG TIM MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN
DAERAH DAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH PEMERINTAH
KOTA BEKASI.

TUGAS PEJABAT PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH (PPKD) :
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Melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah;

Membentuk dan menetapkan TPKD;

Menyetujui atau menolak hasil pemeriksaan TPKD;

Memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa
Keuangan;

Membentuk dan menetapkan Majelis;

Menetapkan SKP2KS;

Menetapkan SKP2K; dan

Melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian Kerugian Daerah.

TUGAS TIM MAJELIS PPKD :
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Memeriksa dan mewawancarai pihak yang merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya
Kerugian Daerah;

Meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian
tertentu;

Memeriksa bukti yang disampaikan;

Melalui TPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
Menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh
TPKD;

Memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga,
dan/atau barang milik daerah,;

Melaporkan hasil sidang kepada PPKD; dan

Melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian
Daerah.

TUGAS TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH :
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. Menyusun kronologis terjadinya kerugian daerah;
. Mengumpulkan bukti-bukti pendukung terjadinya kerugian daerah;
. Melakukan pemeriksaan dan interview kepada setiap orang yang

terlibat/diduga terlibat/mengetahui terjadinya kerugian daerah,;

. Menghitung jumlah kerugian daerah setelah memperoleh pertimbangan dari

instansi teknis terkait;

. Menginventarisasi harta kekayaan milik pegawai negeri bukan

bendahara/pejabat lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan kerugian
daerah.

Plt. WALI KOTA BEKASI,
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